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PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NoMoR \t TAHUN 2otz

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PEI,AKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BEI"ANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat : 1..

TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentrran Pasal 10

Peraturan Daeratr Nomor 2 Tahun 2OL7 tentang

Pertanggungiawaban Pelaksanaan Pendapatan dan

Belarrja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungiawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2A16;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapr4ia di

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambatran kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor l82ll;
Undang-Undang Nomor 12 Tatrun 1985 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana

telah diubatr dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1994 tentang Pembahan Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun L994 Nomor

62, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3569);
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3. undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 42861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang

PerbendahErraan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aaOO);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tartbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 130);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 246, Ta,rrbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

dubah telah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
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10.

g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

44L61; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2OOT

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Ralqyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO7 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aT t2l;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan I"ayanan Umum (L,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indoensia Nomor

45021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OL2 tentang Perubahan

atas Peaturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan l.ayanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor l7l,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 53 O);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang

Dana Perimbangan (l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45761,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2OLO tentang perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O1O Nomor 110, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara / Daetah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 24,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

46091, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO8 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 78, Tambahan

L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a6lal;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pen5rusunan dan penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO5 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a585);

Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2OlL tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OlL Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Hibah

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2

Nomor 5, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 52721;
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2L.

24. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

kedua atas Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

2}lt tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan

Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

20ll Nomor sao);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015

tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL6;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A16

Nomor 5a\;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 1l Tahun 2OtT tentang Pedoman Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Betanja Daerah Rancangan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor as0);

25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);

22.

23.

24.
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26. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2Ot6 (Lembaran

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 Nomor 1O);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2OL6 (Lembaran

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 8);

Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2016 (Berita

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 Nomor 45);

Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten

Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 29).

27.

28.

29.

Menetapkan

Pasal L

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :

a. Pendapatan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI

PERTANGGUNGJAWABAN

PENDAPATAN DAN BEI.ANJA

2016.

TENTANG PENJABARAN

PELAKSANAAN ANGGARAN

DAERAH TAHUN ANGGARAN

1. Pendapatan Asli Daerah

2. Pendapatan Transfer

3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Jumlah Pendapatan

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai

b) Belanja Bunga

Rp. 96.743.87O.854,93

Rp. 1 .367.200.901.567,39

Rp L53.464.9O2.400,00

Rp. 1 .617 .409.67 4.822,32

Rp. 761.895.331.503,OO

Rp. 539.446.116.376,OO

Rp.
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c) Belanja Subsidi

d) Belanja Hibah

e) Belanja Bantuan Sosial

0 Belanja Bagr Hasil

g) Belanja Bantuan Keuangan

h) Belanja Tak Terduga

2. Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai

b. Belanja Barang dan Jasa

c. Belanja Modal

Jumlah Belanja

Surplus/(Defisit)

3. Pembiayaan

Penerimaan

Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Neto

Sisa lebih pembiayaan anggara.n
tahun Berkenaan.

Rp.

Rp. 5.272.850.000,00

Rp.

Rp. 5OO.OOO.OOO,0O

Rp. 216.568.593.250,00

Rp. LO7 .771.877 ,OO

Rp. 769.27 3.2tO.286,23

Rp. 28.789.955. 1O4,OO

Rp. 3O8.159.155.074,00

Rp. 432.324.1OO.108,23

Rp. 1.53 1. 168.54 L.789,23

Rp. 86.241.133.033,09

9.857 .177 .887 ,60

(91.158.730.644,00)

Rp.

Rp.

Rp. (81.301.552.756,40)

Rp. 4.939.58A.276,69

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

sebagaimana tercantum dalam L,ampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran'
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Pasa1 4

penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Perattrran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap or€rng mengetatruinya, memerintahkan pengundangan Perahrran

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daeratr Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau

rada txrygal,zJ Agustos ZbtZ

RA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau

pada tarrygal, ZQ ASoseo5 2AL7

SEKRETARIS DAERAH

BERITA DAERAH IGBUPATEN MUSI ITAWAS TAHUN 2017 NOMOR 4I

KABUPATEN MUSI RAWAS


